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RINGKASAN 

Vita Alfiana 20105520046. Alur Pelayanan Publik Mengenai Permohonan 

Pengukuran Kembali Luas Tanah Di Kantor BPN Kota Blitar. Di bawah bimbingan : 

Ulva Roifatul Lailin, S.Pd., M.A.P. 

Praktek kerja lapangan (PKL) dilaksanakan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Kota Blitar berlokasi di Jl. S.Supriyadi No.15 Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota 

Blitar Jawa Timur ditempatkan pada bagian loket pendaftaran. Permohonan pengukuran 

kembali luas tanah dapat terjadi karena hilangnya batas atau patok tanah dan/atau adanya 

pergeseran atau perubahan batas tanah. Tujuan dari penulisan laporan kegiatan ini adalah 

untuk mengetahui alur pelayanan publik mengenai permohonan pengukuran kembali luas 

tanah di kantor bpn kota blitar.  

Metode yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah metode partisipan  

Adapun metode pengumpulan data antara lain menggunakan metode observasi, metode 

dokumentasi, metode interview, metode studi pustaka, metode diskusi, dan metode teknik 

analisis. Hasil dari laporan ini adalah satu permohonan pengukuran kembali luas tanah 

dapat terjadi karena hilangnya batas atau patok tanah dan/atau adanya pergeseran atau 

perubahan batas tanah, kedua dalam melaksanakan tugasnya, petugas ukur melakukan 

pengukuran sesuai dengan data yang tercatat dalam sertifikat dan patok atau batas tanah 

yang ada di lapangan, ketiga kendala yang ditemukan saat melakukan kegiatan 

pengukuran kembali luas tanah yaitu patok atau batas tanah tidak terpasang di lahan yang 

akan dilakukan pengukuran, tidak adanya surat kuasa untuk saksi apabila yang 

bersangkutan tidak dapat menyaksikan pengukuran ulang dan  sulitnya menghadirkan 

saksi untuk menyaksikan pengukuran 

Kata kunci : Alur Pelayanan Publik, Pengukuran Kembali Luas Tanah, BPN. 
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ABSTRACT 

Vita Alfiana 20105520046. Public Service Flow Regarding Requests for 

Remeasurement of Land Area at the BPN City Blitar Office. Under the guidance of: Ulva 

Roifatul Lailin, S.Pd., M.A.P. 

Field work practice (PKL) is carried out at the Blitar City National Land Agency 

(BPN) located on Jl. S.Supriyadi No.15 Bendogerit, Sananwetan District, Blitar City, East 

Java is placed at the registration counter. Requests for re-measurement of land area may 

occur due to the loss of land boundaries or stakes and/or a shift or change in land 

boundaries. The purpose of writing this activity report is to determine the flow of public 

services regarding requests for re-measurement of land area at the BPN Blitar City office. 

The method used in writing this report is the participant method. The data collection 

methods include observation methods, documentation methods, interview methods, 

literature study methods, discussion methods and analytical techniques methods. The 

results of this report are that a request for re-measurement of land area can occur due to 

the loss of land boundaries or stakes and/or a shift or change in land boundaries, 

secondly, in carrying out their duties, measuring officers carry out measurements in 

accordance with the data recorded in the certificate and stakes or land boundaries. In the 

field, the three obstacles found when carrying out land area re-measurement activities are 

stakes or land boundaries not installed on the land to be measured, the absence of a power 

of attorney for witnesses if the person concerned cannot witness the re-measurement and 

the difficulty of presenting witnesses to witness measurement. 

Keywords : Public Service Flow, Remeasurement of Land Area, BPN.
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kepemilikan atas tanah merupakan hak dasar dari setiap orang Tanah 

memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia dimana manusia sama 

sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah, mereka hidup serta memperoleh pakan 

dengan cara mendayagunakan tanah. Sebagian masyarakat Indonesia dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya segala kegiatan yang dilakukan selalu memerlukan 

tanah seperti contoh untuk tempat tinggal, tempat pendidikan, lahan pertanian. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hidup manusia secara langsung maupun 

tidak langsung selalu memerlukan tanah.  

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia maka setiap orang akan 

selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya sehingga dapat menyebabkan 

timbulnya persengketaan, dengan demikian dalam batas kepemilikan tanah harus 

tetap dan jelas mengenai batas, luas bidang tanah. adanya pergeseran atau 

perubahan batas tanah sering terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor alam, 

atau faktor dari manusia sendiri yang menginginkan luas tanahnya bertambah, 

dengan adanya permasalahan tersebut maka dalam memberikan tanda batas harus 

sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu dengan benda atau bisa disebut dengan 

sebutan patok yang telah disediakan oleh kantor Pertanahan. 

Patok merupakan sebuah alat yang digunakan untuk sebidang tanah atau batas 

tanah agar menjadi jelas luas tanah yang dimiliki seseorang. Patok tanah bersifat 

penting adanya, karena patok seringkali menjadi sumber permasalahan sengketa 

dikarenakan batas tanah yang melampaui milik orang lain atau bergeser. 
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Penentuan batas tanah dilakukan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah 

yang berbatasan. Pada masyarakat kebanyakan patok tanah hanya berpatokan pada 

alat, seperti adanya pohon, batas tanah tetangga sehingga hal ini sering 

menimbulkan permasalahan di bidang pertanahan dengan demikian maka dilakukan 

pengukuran ulang atas sebidang tanah.  

Pada kenyataanya patok atau batas pada sebidang tanah sering sekali hilang 

atau dengan sengaja dicabut agar dapat mengajukan permohonan pengukuran ulang 

luas tanah. Permohonan untuk melakukan pengukuran ulang di Kantor Pertanahan 

ini muncul dari pemilik tanah dengan mengajukan permohonan secara tertulis ke 

kantor Pertanahan dan dilengkapi dengan bukti yang dimiliki yaitu sertifikat asli. 

1.2 Fokus Kajian  

Berdasarkan latar belakang di atas fokus kajian dalam laporan kegiatan ini 

adalah: 

1. Bagaimana alur pelayanan publik mengenai permohonan pengukuran kembali 

luas tanah di Kantor BPN kota Blitar? 

2. Apa saja kendala dalam pengukuran kembali luas tanah di Kantor BPN kota 

Blitar? 

1.3 Tujuan  

Adapun tujuan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh Mahasiswa 

Universitas Islam Balitar adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana alur pelayanan publik mengenai permohonan 

pengukuran kembali luas tanah di Kantor BPN Kota Blitar. 

2. Untuk mengetahui kendala dalam pengukuran kembali luas tanah di Kantor BPN 

kota Blitar. 
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1.4 Manfaat  

Pada dasarnya praktek kerja lapangan merupakan suatu proses untuk 

mengenalkan mahasiswa dengan dunia kerja yang sesungguhnya, dengan demikian 

diharapkan dapat menambah wawasan kepada mahasiswa dalam mengadaptasikan 

diri dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Adapun manfaat dari Praktek Kerja 

Lapangan ini yaitu : 

1. Bagi Mahasiswa  

a. Memperluas dan meningkatkan keterampilan mahasiswa sebagai bekal 

memasuki lapangan  pekerjaan sesuai dengan program studi yang dipilih. 

b. Membandingkan serta menerapkan konsep teori dan praktek yang diperoleh 

di masa perkuliahan. 

c. sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang di masa perkuliahan.  

d. meningkatkan wawasan mahasiswa mengenai proses pengukuran ulang tanah 

di Kota Blitar. 

2. Bagi Lembaga 

a. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Blitar terbantu karena sebagian tugas 

pegawai diberikan kepada mahasiswa yang melakukan Praktek Kerja 

Lapangan (PKL). 

b. Membantu dunia pendidikan agar dapat menciptakan mahasiswa yang 

profesional, berkualitas dan disiplin tinggi. 

c. Adanya hubungan baik antara Universitas dengan lembaga tempat 

pelaksanaan PKL. 
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3. Bagi Universitas 

a. Adanya kerjasama antara Universitas dengan lembaga tempat pelaksanaan 

PKL. 

b. Menambah wawasan pembaca tentang proses pengukuran ulang tanah di Kota 

Blitar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Tentang Pelayanan Publik  

Layanan publik merujuk pada berbagai layanan yang disediakan oleh 

pemerintah atau instansi atau lembaga negara kepada masyarakat. Pelayanan Publik 

memiliki tujuan utama yaitu untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan 

masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan umum.  

2.1.1 Pengertian Pelayanan  

Pelayanan merupakan semua kegiatan yang menguntungkan dalam satu 

kesatuan serta menawarkan kepuasan walaupun hasilnya tidak terikat pada 

suatu produk secara fisik. Menurut Gronroos dalam Hastono (2008) 

pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak 

kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi 

antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh 

perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan 

permasalahan konsumen/ pelanggan. Gronroos dalam Ratminto dan Winarsih 

(2014) menjelaskan pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian 

aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi 

sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-

hal yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan 

untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.  

Mengutip dari Lukman (2002) menurut Kotler pelayanan adalah setiap 

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan 
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menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk 

secara fisik. 

2.1.2 Pengertian Publik  

Publik merupakan suatu kumpulan orang yang memiliki kepentingan 

dan minat yang sama terhadap suatu masalah atau isu. Soekamto 

mendefinisikan publik sebagai suatu kelompok yang bukan merupakan 

kesatuan, tetapi melakukan interaksi secara tidak langsung melalui media 

komunikasi, baik media komunikasi secara umum (pembicaraan pribadi) 

maupun media komunikasi massa. Bogardus mengatakan bahwa publik 

merupakan sejumlah besar orang yang tidak saling mengenal tetapi memiliki 

perhatian dan minat yang sama terhadap suatu masalah. Menurut moore 

publik adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama dan 

memiliki pendapat terhadap suatu isu yang menimbulkan pertentangan atau 

kontroversial. 

Yunita (1996) berpendapat bahwa definisi publik dapat ditinjau dari beberapa 

aspek yaitu : 

a. Publik Secara Kuantitatif 

Secara kuantitatif publik ditandai dengan besarnya jumlah suatu 

publik. Sekalipun hanya terdiri dari dua orang namun apabila memiliki 

minat yang sama mengenai suatu masalah sosial juga dapat dikategorikan 

sebagai publik. 

b. Publik Secara Geografis 

Dalam pengertian geografis publik merupakan sejumlah orang 

yang berkumpul bersama-sama di satu tempat. Publik ini ditandai dengan 
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adanya wilayah tempat tinggal dan adanya minat yang sama mengenai 

suatu permasalahan 

c. Publik Secara Psikologis 

Secara psikologis publik adalah orang-orang yang menaruh 

perhatian yang sama terhadap masalah yang sama, tanpa memiliki 

sangkut paut dengan tempat mereka berada. Dengan demikian walaupun 

secara fisik tidak terlihat menyatu dalam sebuah kelompok, secara 

psikologis mereka disatukan dengan kepentingan yang sama. 

d. Publik Secara Sosiologis 

Secara sosiologis, publik ditandai dengan adanya kelompok 

individu yang memiliki  minat atau keinginan yang sama, berkehendak 

untuk memecahkan masalah secara bersama-sama serta mencapai tujuan 

secara bersama pula. 

2.1.3 Pengertian Pelayanan Publik  

Secara sederhana pelayanan publik dipahami sebagai pelayanan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah baik berupa barang maupun jasa. Pelayanan 

publik dijadikan sebagai indikator dalam penilaian kinerja pemerintah, baik 

ditingkat pusat maupun daerah. pelayanan yang baik dan berkualitas dapat 

memberikan kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara 

langsung memberikan penilaian terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. 

kepuasan masyarakat itulah yang menjadi tolak ukur keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Pelayanan publik merupakan suatu pemberian layanan keperluan orang 

atau masyarakat yang memiliki kepentingan pada organisasi iu sesuai dengan 
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aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Undang-Undang 

No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan 

publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi 

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Pelayanan publik memiliki tujuan untuk memberikan kepuasan dan layanan 

yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. 

Agar dapat mencapai target tersebut maka kualitas pelayanan yang sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat harus menjadi target 

pemerintahan. 

Kepmenpan Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 menjelaskan pelayanan 

publik merupakan segala kegiatan layanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 

62 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik setidaknya 

mengandung sendi-sendi: 

a. Kesederhanaan, dalam arti prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, 

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan 

b. Kejelasan, kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal : 

1. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; 

2. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 
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memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa 

dalam pelaksanaan pelayanan publik.  

3. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran. 

c. Kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.  

d. Akurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.  

e. Keamanan, proses, dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman 

dan kepastian hukum. 

f. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat 

yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.  

g. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, 

peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 

penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).  

h. Kemudahan akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan 

yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat 

memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.  

i. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, pemberi layanan harus bersikap 

disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan 

ikhlas. 

j. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, 

tempat ibadah, dan lain-lain 
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Lewis dan Gilman (2005) berpendapat bahwa pelayanan publik 

merupakan kepercayaan publik. Pelayanan harus dilaksanakan secara 

bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dijadikan sebagai acuan negara 

dalam memberikan pelayanan secara optimal dan maksimal. Pasal 5 UU 

nomor 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa ruang lingkup pelayanan  publik 

meliputi pelayanan barang publik dan jasa serta pelayanan administratif yang 

diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Pelayanan publik tidak hanya memberikan pelayanan secara fisik, tetapi 

sikap, perilaku dan penerimaan dari aparatur pemberi layanan menjadi titik 

penting dalam pelayanan publik. Kepuasan masyarakat tidak hanya bertumpu 

pada cepatnya pelayanan, mudahnya pelayanan namun pada aspek kebiasaan 

dan etika dalam pemberian pelayanan. 

Faktor yang mempengaruhi pelayanan publik :  

1. Kepemimpinan  

2. Budaya organisasi 

3. Kelembagaan  

4. Tata kerja 

5. Standar pelayanan  

6. Pengelolaan pengaduan masyarakat 

7. Pengendalian dan evaluasi  

8. Sarana dan prasarana  

9. Penggunaan teknologi informasi  

10. Pengelolaan sumber daya manusia  
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2.1.4 Unsur-Unsur Pelayanan Publik  

Unsur-unsur yang mencirikan pelayanan publik yang baik adalah 

sebagai berikut :  

a. Tersedianya karyawan yang baik 

b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik 

c. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga 

akhir 

d. Mampu melayani secara cepat dan tepat 

e. Mampu berkomunikasi 

f. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi 

g. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik 

h. Berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan) 

i. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan) 

2.1.5 Asas-Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik  

Asas-asas yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan 

pemerintah yaitu :  

a. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan perizinan dari 

instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan 

masyarakat pengguna jasa pelayanan.  

b. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, 

dengan demikian konsep one stop shop benar-benar diterapkan.  

c. Kejelasan tata cara pelayanan. Tata cara pelayanan harus didesain 

sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna 

jasa layanan.  
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d. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus 

pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-

benar diperlukan.  

e. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat 

pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan sejelas mungkin dengan 

membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.  

f. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin 

dan setransparan mungkin. 

g. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan juga 

harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak 

resah.  

h. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang secara efisien, 

sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat 

dipakai untuk berbagai keperluan).  

i. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu 

seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus 

ditetapkan selama mungkin.  

j. Kejelasan hak dan kewajiban provides dan customers. Hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban bagi providers maupun customers harus dirumuskan 

secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi.  

k. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin 

harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan tetapi jika muncul 

keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan 

bahwa keluhan tersebut ditangani secara efektif sehingga permasalahan 



13 
 

 

yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik 

2.1.6 Indikator Penilaian Pelayanan Publik  

Parasuraman dan Leonardo L Berry (dalam Moenir 1998 : 98) 

menjelaskan bahwa terdapat lima dimensi umum yang dapat digunakan untuk 

menilai mutu pelayanan dalam industri jasa, yaitu : 

1. Reliability  

Adalah kemampuan untuk dapat memberikan jasa yang dijanjikan 

dan akurat. Pelayanan yang diberikan sesuai dengan masyarakat berarti 

bahwa jasa meliputi ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua 

masyarakat dan tanpa kesalahan. 

2. Responsiveness  

Adalah kebijakan untuk membantu masyarakat dan memberikan 

pelayanan yang cepat 

3. Assurance  

Adalah kecakapan instansi atau karyawan dalam menjamin 

kerahasiaan para konsumen (masyarakat). 

4. Empathy (empati) 

Empati berarti memberi perhatian yang berupa perhatian individual 

kepada konsumen. Empati meliputi pendekatan kepada konsumen, rasa 

aman dan kemampuan untuk memahami keinginan konsumen 

5. Tangibles  

Tangibles adalah penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil dan 

alat-alat komunikasi. Keadaan fisik merupakan bukti nyata dari pelayanan 

dan perhatian yang diberikan oleh pemberi jasa. 
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2.1.7 Komponen Standar Pelayanan Publik  

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dijelaskan bahwa untuk 

menciptakan standar pelayanan public yang optimal, maka perlu di perhatikan 

hal-hal sebagai berikut : 

a. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan 

dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan 

masyarakat, dan kondisi lingkungan.  

b. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) UU No 25 Tahun 2009, penyelenggara wajib 

mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. 

c. Penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) UU No 25 Tahun 2009.  

d. Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) UU No 25 Tahun 2009 dilakukan dengan prinsip tidak 

diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki 

kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan 

keberagaman.  

e. Penyusunan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam 

peraturan pemerintah. 

Standar Pelayanan yang ada menjadi salah satu referensi utama dalam 

memberikan pelayanan yang optimal. Menurut Undang Undang Nomor 25 

tahun 2009 yang menetapkan bahwa komponen standar pelayanan sekurang 

kurangnya meliputi : 
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a. Dasar hukum. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

penyelenggaraan pelayanan.  

b. Persyaratan. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif Bab 3 Standar 

Pelayanan Publik 37  

c. Sistem, mekanisme, dan prosedur. Tata cara pelayanan yang dibakukan 

bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk masalah pengaduan  

d.  Jangka waktu penyelesaian. Jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan  

e. Biaya atau tarif. Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya 

telah ditetapkan.  

f. Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan  

g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas. Adanya peralatan-peralatan yang 

menunjang kinerja dan meningkatkan kenyamanan masyarakat 

h. Kompetensi pelaksana. Kemampuan pemberi pelayanan publik yang 

berkompeten agar memberikan pelayanan yang profesional  

i. Pengawasan internal. Suatu tindakan yang dilakukan agar para aparatur 

bekerja sesuai ketentuan yang telah ditentukan  

j. Pengaduan, saran dan masukan. Suatu aspirasi atau tanggapan masyarakat 

terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh aparatur pelaksanaan  

k. Jumlah pelaksana. Satuan jumlah para aparatur yang bekerja memberikan 

pelayanan dalam suatu produk pelayanan  
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l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan 

sesuai dengan standar pelayanan. Adanya sebuah kepastian bagi 

masyarakat penerima layanan agar hak-hak masyarakat dapat diterima 

dengan baik dan dipenuhi oleh aparatur pemberi layanan  

m. Evaluasi kinerja pelaksana. Proses pembenahan kinerja internal dari 

pemberi layanan dan pihak pihak yang terkait. 

2.1.8 Alur Pelayanan Publik  

Alur pelayanan publik merupakan suatu rangkaian tahapan atau proses 

yang harus diikuti oleh individu yang membutuhkan layanan dari instansi 

atau lembaga publik. Alur pelayanan publik yang baik merupakan upaya 

untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan aksesibilitas pelayanan publik. 

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 

2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dijelaskan 

bahwa Serangkaian prosedur atau tata kerja yang terkait satu sama lain dan 

menunjukkan tahapan yang jelas dan jelas serta cara-cara yang harus 

ditempuh untuk menyelesaikan suatu pelayanan disebut prosedur pelayanan. 

Agar penyelesaian pelayanan publik sesuai dengan yang diharapkan 

maka diperlukan kejelasan dan kepastian pada setiap tahapannya. Menurut 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 

Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyatakan 

bahwa dalam prosedur dan sistem pelayanan publik harus memuat hal-hal 

berikut : 
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1. Tata cara pengajuan permohonan pelayanan 

  Merupakan langkah-langkah serta prosedur yang harus diikuti oleh 

seorang pemohon yang mengajukan permohonan pelayanan tertentu 

kepada petugas atau pejabat yang berwenang untuk memberikan layanan 

tersebut. Tahap ini biasanya mencakup langkah-langkah dan prosedur yang 

harus diikuti oleh pemohon untuk melanjutkan ke tahap berikutnya 

2. Tata cara penanganan pelayanan  

  Merupakan tahapan yang harus dilakukan dalam rangka 

menindaklanjuti atau menangani permohonan pelayanan yang diajukan 

oleh pemohon. pada tahap ini petugas atau pejabat yang berwenang harus 

menangani dan memproses permohonan pelayanan yang diajukan sesuai 

dengan tata cara kerja dan ketentuan yang berlaku.  

3. Tata cara penyampaian hasil pelayanan 

  Merupakan tahapan yang dilakukan  dalam rangka menyampaikan 

hasil pelayanan yang telah ditangani oleh petugas kepada pemohon yang 

bersangkutan. Hasil pelayanan harus memenuhi ketentuan tertentu yang 

berlaku dan terkait dengan jenis pelayanan yang jelas.  

4. Tata cara penyampaian pengaduan pelayanan 

  Merupakan tahapan yang dilakukan untuk menyampaikan 

pengaduan yang berhubungan dengan masalah pelayanan. Pemohon dapat 

mengadakan atau mengajar masalah ketidakpuasan dan masalah lainnya 

selama masih berhubungan dengan proses pelayanan pada setiap 

pelayanannya. 
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2.2 Kajian Tentang Pengukuran Tanah 

Pengukuran luas tanah merupakan proses menghitung atau menentukan luas 

suatu bidang tanah. Proses pengukuran luas tanah melibatkan identifikasi batas-

batas tanah dan pengukuran panjang serta lebar setiap sisi bidang tanah tersebut. 

Pengukuran luas tanah juga memiliki peranan penting dalam proses kepemilikan 

dan pemanfaatan lahan.   

2.2.1 Pengertian Tanah 

Tanah merupakan lapisan permukaan bumi yang terdiri dari berbagai 

jenis material padat, cair, dan gas. Contoh tanah yang ditemui di dataran yaitu 

di atas pegunungan, dataran dan lembah. Sedangkan untuk tanah yang ada di 

bawah perairan seperti lautan dan sungai. 

Dalam wacana pertanian tanah memiliki makna dalam dimensi luas 

yang diistilahkan sebagai lahan (Land)yang digunakan untuk penggunaan 

kata menyangkut bidang tanah, dalam dimensi volume diistilahkan tetap 

sebagai tanah (soil) menyangkut material dasar permukaan bumi.  

Menurut Undang-Undang No.93 Tahun 2014 tentang Perkebunan, 

tanah merupakan permukaan bumi baik daratan maupun yang tertutup air 

dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait 

langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh 

bumi. 

Pertanahan menurut Murad (1997) merupakan suatu kebijakan yang 

digariskan oleh pemerintah dalam mengatur hubungan hukum antara tanah 

dengan orang sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 

1945 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). 
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Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 1 ayat 2 agraria 

memiliki arti yang sangat luas yaitu meliputi bumi, air dan ruang angkasa 

serta kekayaan alam terkandung di dalamnya 

2.2.2 Pengukuran Luas Tanah 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran tanah, individu dan organisasi dapat memperoleh sertifikat hak 

atas tanah melalui program pendaftaran tanah. Dengan didaftarkannya bidang 

tanah tersebut diharapkan keadaan administrasi pertanahan akan lebih baik. 

Masyarakat yang memiliki sertifikat hak atas tanah memiliki kesempatan 

untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah 

mereka. Selain itu tanah yang sudah bersertifikat dapat digunakan untuk 

mengurangi kemungkinan sengketa tanah. pendaftaran tanah membutuhkan 

data tentang objek tanah (lokasi, batas, luas, dan penggunaan) serta data 

yuridis tentang subjek tanah (riwayat, kepemilikan, dan penguasaan). 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 31 Ayat 1 menyatakan 

bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sesuai dengan 

data yang ada dalam surat ukur. 

Pengukuran tanah merupakan suatu proses pengukuran dan pemetaan 

lahan atau tanah dengan tujuan mengidentifikasi, mengukur dan merekam 

berbagai parameter dan karakteristik fisik dari suatu daerah tanah. Dokumen 

yang disebut dengan gambar ukur merupakan data hasil pengukuran tanah 

yang di dalamnya memuat informasi mengenai gambar bidang tanah, situasi 

sekitarnya dan data hasil pengukuran luas tanah. Pengukuran area tanah 
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dilakukan berdasarkan permohonan pemegang hak atau calon pemegang hak 

baik perorangan maupun organisasi yang memiliki hak atas tanah. 

2.2.3 Metode Pengukuran Luas Tanah 

Pelaksanaan pengukuran bidang tanah, terdiri dari pengukuran bidang-

bidang tanah yang belum terdaftar maupun bidang-bidang tanah yang telah 

terdaftar. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengukuran dan pemetaan bidang 

tanah sistematis lengkap yaitu : 

a. Metode Terestrial 

Pengukuran bidang tanah dengan metode terestrial adalah 

pengukuran secara langsung di lapangan dengan cara mengambil data 

ukuran sudut dan jarak, yang dikerjakan dengan teknik-teknik 

pengambilan data trilaterasi (jarak), triangulasi (sudut) atau triangulaterasi 

(sudut dan jarak) dengan menggunakan alat pita ukur, distometer, teodolit, 

dan elektronik total station. 

b. Metode Fotogrametris 

Metode fotogrametris merupakan salah satu metode pengukuran 

yang dapat mendukung percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. 

Pengukuran bidang tanah dengan metode fotogrametris mengikuti 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Pengukuran dilakukan dengan cara melakukan identifikasi batas 

bidang-bidang tanah dengan menggunakan peta foto atau peta garis 

hasil fotogrametris dan menarik garis ukur (deliniasi) untuk batas 

bidang tanah yang jelas dan memenuhi syarat. Metode ini hanya dapat 

dilaksanakan untuk daerah terbuka, non-pemukiman, non-komersial, 
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non-industri. Untuk garis batas bidang tanah yang tidak dapat 

diidentifikasi dilakukan dengan pengukuran tambahan di lapangan 

(suplesi). 

2. Pengukuran terestris dilaksanakan sebagai pengukuran suplesi 

dan/atau pengukuran panjangan sisi bidang tanah sebanyak : 

i. Minimal 1 (satu) sisi bidang tanah untuk pekerjaan dengan skala 

peta kerja paling kecil 1 : 2.500 atau lebih besar (misal : skala 1 : 

2.500, skala 1 : 1.000, skala 1 : 500, dsb.) 

ii. Semua sisi bidang tanah untuk pekerjaan dengan skala peta kerja 

lebih kecil dari 1 : 2.500 (misal : skala 1 : 3.000, skala 1 : 5.000, 

dsb.) 

iii. Apabila dalam pengukuran bidang tanah ditemukan adanya 

bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar dan belum terpetakan, 

maka bidang-bidang tersebut dipetakan pada Peta Dasar 

Pendaftaran 

iv. Untuk bidang tanah yang sudah terdaftar dan sudah terpetakan 

pada peta dasar pendaftaran, cukup diverifikasi di lapangan sebagai 

kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan 

v. Peta dasar yang digunakan harus memuat informasi berupa Sumber 

data, Proyeksi Peta, Coordinate Reference Frame yang digunakan, 

Waktu perekaman,  Metode pengukuran bidang tanah, dll. 

c. Metode Pengamatan Satelit 

Pengukuran bidang tanah dengan metode pengamatan satelit adalah 

pengukuran dengan menggunakan sinyal-sinyal gelombang 
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elektromagnetik yang dipancarkan dari minimal 4 satelit menggunakan 

alat GPS geodetik. Pengukuran bidang tanah dengan GPS dapat dilakukan 

dengan metode Real Time Kinematik (RTK)/CORS, Post Processing, Point 

Precisse Positioning (PPP) maupun Stop and Go 

d. Metode Kombinasi 

Metode Kombinasi terestrial, fotogrametris, dan/atau pengamatan 

satelit Pengukuran bidang tanah yang merupakan perpaduan dari 

pengukuran terestris, fotogrametris dan/atau pengamatan satelit. 

2.3 Kajian Tentang Badan Pertanahan Nasional  

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan sebuah lembaga pemerintahan 

di Indonesia yang bertanggung jawab atas urusan pertanahan. Melalui BPN 

pemerintah dapat mengawasi segala urusan yang berkaitan dengan pertanahan. 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi 

dan mengelola masalah tanah dan properti di Indonesia.Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) memiliki tugas dan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dalam melaksanakan 

tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi :  

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; 

2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan 

pemetaan; 

3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, 

pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat; 

4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan 

pengendalian kebijakan pertanahan; 
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5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah; 

6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan 

sengketa dan perkara pertanahan; 

7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN; 

8. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN; 

9. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan 

dan informasi di bidang pertanahan; 

10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan 

11. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan 

2.3.1 Sejarah Kelembagaan Agraria Di Indonesia 

Kelembagaan agraria mengalami banyak perubahan setelah Indonesia 

merdeka, perubahan ini pada masanya agraria menjadi lembaga tersendiri dan 

pada waktu tertentu agraria diurus oleh lembaga setingkat Direktorat Jenderal 

berikut sejarah singkat kelembagaan agraria di Indonesia : 

1. Kementerian Negara Urusan Agraria Tahun (1951-1952) 

Berdasarkan Peraturan Presiden No.16 Tahun 1948 dibentuk Panitia 

Agraria Yogya yang di ketuai oleh Kepala Bagian Agraria Kementerian 

Dalam Negeri, kemudian panitia ini diganti dengan Panitia Agraria 

Djakarta berdasarkan Keputusan Presiden No.36 Tahun 1951. Pada tahun 

1951 dibentuklah Kementerian Negara Urusan Agraria yang dijabat oleh 

Mr.Dr Gondokusumo (1951-1952) yang merupakan pejabat pertama yang 

ditunjuk untuk menangani masalah agraria. 
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2. Kementerian Agraria (1954-1959) 

Pada tahun 1954 pada saat pergantian kabinet, urusan agraria di 

gabung dalam kementerian Dalam Negeri, namun pada 1955 berdasarkan 

Keputusan Presiden No 55 tahun 1955 Kementerian agraria dihidupkan 

kembali dengan bergabungnya Jawatan Pendaftaran Tanah yang 

sebelumnya berada di Kementerian Kehakiman. Dasar penggabungan 

Jawatan Pendaftaran Tanah yaitu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 

190 Tahun 1957. 

Pada masa ini terbentuk Panitia Urusan Agraria Yogyakarta atau 

yang dikenal dengan Panitia Soewahjo telah menghasilkan sebuah 

Rancangan Undang-Undang Agraria yang kemudian rancangan tersebut 

diubah dan diganti dengan Rancangan Soenarjo yang diajukan ke parlemen 

pada tanggal 24 April 1958. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 

97 Tahun 1958 Panitia Negara Urusan Agraria Yogyakarta dibubarkan, 

selanjutnya pada 24 April 1958 Rancangan Undang-Undang Agraria 

Nasional diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. 

3. Menteri Muda Agraria (1959-1960) 

Pada periode ini pemikiran tentang pentingnya peraturan agraria 

semakin intensif. Pemberlakuan dekrit Presiden Tahun 1959 dan 

memunculkan kabinet presidensial yang baru memunculkan jabatan 

Menteri Muda Agraria dengan melantik Soedjarwo untuk jabatan tersebut. 

4. Kementerian Agraria (1960-1962) 

Selaku Menteri Agraria Soedjarwo menyelesaikan Rancangan 

Undang-Undang Agraria, rancangan tersebut diajukan ke parlemen pada 
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tanggal 1 Agustus 1960. Pada tanggal 14 september 1960 DPRD Gotong 

Royong Menyetujui rancangan tersebut hingga ada tangga 24 September 

1960 Presiden Soekarno mengesahkan Undang-Undang yang dikenal 

dengan Undang-Undang Pokok Agraria. 

5. Kementerian Pertanian dan Agraria (1962-1963) 

Kementerian agraria digabung menjadi Kementerian Pertanian dan 

Agraria. Pada masa ini merupakan awal berlakunya UUPA sehingga 

banyak peraturan baru yang dikeluarkan untuk mengatur ketentuan 

konversi sebagai hak-hak pada masa kolonial beserta praktik-praktik 

agraria lainnya. Pada masa ini Soedjarwo diangkat menjadi Menteri 

Pertanian dan Agraria lalu Menteri Koordinator Pembangunan Pertanian 

dan Agraria dan Kemudian Menteri Koordinator Pertanian dan Agraria 

6. Kementerian Agraria (1964-1966) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1964 telah 

ditetapkan tugas, susunan dan pimpinan Kementerian Agraria  dengan 

memasukan Direktorat Land Use di tingkat pusat dan kantor Inspeksi land 

Use di tingkat daerah. Pada masa perubahan Rezim dari Orde Lama ke 

Orde Baru jabatan Kementerian Agraria menjadi Deputi Menteri Kepala 

departemen Agraria. 

7. Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri (1967-1987) 

Pada Tahun 1967 urusan agraria merubah nama menjadi Direktorat 

Jenderal Agraria dan transmigrasi, hal ini dikarenakan pada saat itu urusan 

agraria menjadi bagian dari Departemen Dalam Negeri dengan 

menambahkan direktorat Bidang Transmigrasi. pada tahun itu juga terjadi 
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perubahan struktur organisasi, yaitu Direktorat Jenderal Agraria menjadi 

bagian dari Departemen Dalam Negeri, sedangkan urusan transmigrasi 

menjadi bagian dari Departemen Veteran, Transmigrasi dan Koperasi. 

Pada tahun 1972 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 

Tahun 1969 dicabut dan diganti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 88 Tahun 1972 yang menyebutkan penyatuan instansi Agraria di 

daerah. Untuk tingkat provinsi dibentuk kantor direktorat Agraria Provinsi, 

sedangkan di tingkat kota dan kabupaten dibentuk kantor Sub Direktorat 

Agraria Kabupaten/Kotamadya. 

8. Badan Pertanahan Nasional (1988-1993) 

Setelah cukup lama setingkat Direktorat Jenderal, urusan pertanahan 

menjadi lembaga non-departemen langsung di bawah presiden berdasarkan 

Keputusan Presiden No 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan 

Nasional, dengan menunjuk Ir.Sony Harsono sebagai kepala pertama. 

9. Kementerian negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional (1993-1999) 

Pada periode kabinet pembangunan V dan VI terdapat penambahan 

kelembagaan yang menangani urusan pertanahan, yaitu Kementerian 

Negara Agraria tanpa portofolio di daerah. Pembentukan ini berdasar pada  

Keputusan Presiden No 44 Tahun 1993. 

10. Badan Pertanahan Nasional (200-2004) 

Undang-undang Otonomi Daerah menyebutkan bahwa urusan 

pertanahan adalah bagian dari kewenangan daerah. ketentuan tersebut 

ditegaskan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 

Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, dalam 
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peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa Kepala Badan Pertanahan 

Nasional dirangkap oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 

Perubahan selanjutnya mengubah struktur organisasi eselon satu 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000. Pada tahun 2001 

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 menetapkan 

bahwa Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga non departemen 

yang dipertahankan tetap vertikal dengan jabatan kepala BPN masih 

dirangkap oleh Menteri Dalam Negeri. 

Berdasarkan keputusan Presiden nomor 34 Tahun 2003 tentang 

Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan menentukan sebagian urusan 

pertanahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah, adapun BPN tetap 

dipertahankan sebagai instansi vertikal. Perubahan selanjutnya hanya 

berupa perubahan struktural yang ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional dan 

Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia. Adapun struktur organisasi di provinsi dan 

kabupaten/kota dibentuk berdasarkan Peraturan kepala BPN Nomor 4 

tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. 

11. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2014-

sekarang) 

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang merupakan dasar hukum dalam pembentukan 

lembaga ini serta Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan 
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Pertanahan Nasional. khusus untuk daerah Aceh telah diterbitkan 

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor 

wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan 

Kabupaten/kota Aceh menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor 

Pertanahan Aceh Kabupaten /Kota. 

Organisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN telah 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

BPN No. 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/BPN.  
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BAB III 

METODE 

3.1 Tempat Dan Waktu 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Badan Pertanahan Nasional 

Kota Blitar yang terletak di Jl. S.Supriyadi No.15 Bendogerit, Kecamatan 

Sananwetan, Kota Blitar Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu bulan 

dimulai pada tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023. 

kegiatan PKL dilakukan dengan menyesuaikan  jam kerja pada Badan Pertanahan 

(BPN) Kota Blitar yaitu hari Senin sampai Jumat pukul 07.30 WIB s/d 16.00 WIB. 

3.2 Khalayak Sasaran 

Khalayak sasaran umum penulis pada Praktek Kerja Lapangan ini adalah 

pada bagian loket pendaftaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Blitar. 

Khalayak sasaran khusus penulis pada Praktek Kerja Lapangan ini adalah 

pada bagian survey dan pemetaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Blitar. 

3.3 Metode Kegiatan PKL 

Metode yang digunakan yaitu metode partisipan  dengan terlibat langsung 

dalam seluruh kegiatan yang ada setiap harinya, yaitu pada bagian loket 

pendaftaran.  

Untuk mendapatkan data yang cukup di Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Kota Blitar, maka digunakan cara pengumpulan data melalui beberapa metode 

yaitu: 

1. Metode Observasi 

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung aktivitas 

sehari-hari di Badan Pertanahan nasional (BPN) kota Blitar 
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2. Metode Dokumentasi 

Yaitu pengumpulan data dengan mempelajari datang yang ditemukan yaitu 

berupa gambar, arsip dan rekaman baik suara maupun video yang sesuai dengan 

masalah yang terkait.  

3. Metode Interview 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya jawab secara 

langsung kepada pihak yang bersangkutan, yaitu pegawai seksi survey dan 

pemetaan. 

4. Metode Studi Pustaka 

Yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui 

dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan 16 bahan 

lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan 

ilmiah ini 

5. Metode Diskusi 

Yaitu metode yang dilakukan secara sharing atau diskusi dengan pegawai 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Blitar, sehingga terhindar dari penulisan 

maupun perbedaan persepsi yang tidak diinginkan. 

6. Metode Teknik Analisis 

Metode analisa yang diperoleh di lapangan dalam penggunaannya pada 

waktu penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang 

menggambarkan secara seksama terhadap suatu kejadian yang diteliti di 

lapangan sehingga mendapatkan suatu gambaran secara jelas terhadap berbagai 

permasalahan yang timbul serta bentuk penyelesaiannya 
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3.4 Jadwal PKL 

Tahapan kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini :  

Tabel 3 1 Jadwal Kegiatan PKL 

No Kegiatan 
Minggu 

Keterangan  
I II III IV 

1 Pengurusan izin        

2 Konsultasi       

3 Pengajuan judul dan survei       

4 Pelaksanaan PKL       

5 Penyusunan laporan        

6 Penyerahan        

Sumber : Pedoman penulisan PKL terdahulu 

Kegiatan yang penulis lakukan selama melakukan kegiatan Praktek Kerja 

Lapangan (PKL) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Blitar yaitu, yang 

pertama adalah kegiatan entri data yaitu yaitu kegiatan menginput informasi berupa 

angka maupun teks kedalam sistem KKP (aplikasi Komputerisasi Kantor 

Pertanahan). Kegiatan ini merupakan tahap pertama yang dilakukan sebelum berkas 

permohonan di serahkan ke bidangnya masing-masing sesuai dengan 

permohonan  masyarakat. informasi yang dientri ke dalam sistem KKP yaitu :  

1. Nama  

2. NIK 

3. Tempat Tanggal Lahir 

4. Alamat 

5. Agama  

6. Status Perkawinan  

7. Pekerjaan  

8. Nomor NPWP 
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9. Alamat email  

10. Nomor Telepon  

Kegiatan yang kedua yaitu scan data sertifikat dan surat permohonan, 

merupakan kegiatan pemindaian berkas fisik menjadi berkas digital yang kemudian 

berkas tersebut dilampirkan dalam sistem KKP. Berkas yang di scan yaitu :  

1. Sertipikat hak milik  

2. Surat permohonan atau yang biasa disebut dengan Model A 

Dan yang terakhir yaitu kegiatan mengurutkan bukti pembayaran sesuai 

dengan bulan dan nomor ID. kegiatan ini merupakan kegiatan dimana salinan bukti 

pembayaran pelayanan disimpan atau diarsipkan oleh pihak BPN. Sebelum 

disimpan maka berkas pembayaran tersebut harus diurutkan terlebih dahulu 

berdasarkan bulan pembayaran dan nomor ID agar memudahkan pada saat hendak 

mencari berkas tersebut. setelah diurutkan kemudian berkas dimasukan ke dalam 

map ordner dan kemudian disimpan kedalam lemari. 



 
 

33 
 

BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil  

4.1.1 Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar 

Kota Blitar merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa 

Timur Indonesia, sebagai kota, Blitar memiliki pemerintahan sendiri dan 

terpisah dari Kabupaten Blitar yang memiliki wilayah administratif lebih luas 

di sekitarnya. Ditinjau secara geografis, Kota Blitar terletak diantara 112º14 - 

112º28 Bujur Timur dan 8º2 - 8º8 Lintang Selatan. Secara administratif Kota 

Blitar berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Blitar. Batas wilayah 

Kota Blitar dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut : 

Tabel 4. 1 Batas Wilayah Kota Blitar 

Batas Wilayah 

Sebelah Utara 

 

:

  

 Kec. Nglegok dan Kec. Garum, Kab. Blitar  

Sebelah Timur 

 

:

  

 Kec. Garum dan Kec. Kanigoro, Kab. Blitar  

Sebelah Selatan 

 

:

  

 Kec. Kanigoro dan Kec. Sanankulon, Kab. Blitar       

Sebelah Barat 

 

:

  

 Kec. Sanankulon dan Kec. Nglegok, Kab. Blitar                     

Sumber : BPS Kota Blitar, 2018 

Dengan luas wilayah  3.257,83 Ha atau 32,58 Km2 (BPS,2018) Kota 

Blitar terbagi atas 3 kecamatan dan 21 kelurahan dengan pembagian wilayah 

dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut : 
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Tabel 4. 2 Pembagian Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan 

Kecamatan Kelurahan 
Luas Total 

Area 

Persentase 

terhadap Luas 

Kota 

Sukorejo 9,92 30,46 

  1. Tlumpu 1,02 3,12 

  2. Karangsari 0,88 2,71 

  3. Turi 0,51 1,56 

  4. Blitar 1,33 4,09 

  5. Sukorejo 1,47 4,50 

  6. Pakunden 2,26 6,95 

  7. Tanjungsari 2,46 7,55 

 Kepanjenkidul 10,5 32,24 

  1. Kepanjenkidul 0,87 2,66 

  2. Kepanjenlor 0,61 1,88 

  3. Kauman 0,68 2,09 

  4. Bendo 1,52 4,66 

  5. Tanggung 2,23 6,85 

  6. Sentul 2,8 8,24 

  7. Ngadirejo 1,91 5,86 

Sananwetan 12,15 37,30 

  1. Rembang 0,84 2,59 

  2. Klampok 1,53 4,70 

  3. Plosokerep 1,25 3,83 

  4. Karangtengah 1,8 5,51 

  5. Sananwetan 2,13 6,53 

  6. Bendogerit 1,96 6,00 

  7. Gedog 2,65 8,14 

Kota Blitar 32,57 100,00 

Sumber : BPS, Kota Blitar Tahun 2022 

Berdasarkan Tabel 4.2 luas wilayah berdasarkan kecamatan, bahwa 

Kecamatan Sananwetan merupakan kecamatan dengan wilayah terluas di 

Kota Blitar yakni sebesar 12,15 km2. Sedangkan Kecamatan Sukorejo 

menjadi kecamatan terkecil dengan luas 9,92 Km2. 

Jumlah penduduk Kota Blitar ditinjau dari data Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil sejumlah 159.406 jiwa, yang terbagi atas  
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79.434 jiwa penduduk laki-laki dan 79.972 jiwa penduduk perempuan. 

Diketahui dari 3 kecamatan di Kota Blitar, populasi penduduk terbesar berada 

di Kecamatan Sananwetan yakni sebanyak 59.461 jiwa atau sebesar 37,30% 

dari jumlah total penduduk di Kota Blitar. 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembag pemerintahan yang 

membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

agraria atau pertanahan dan tata ruang.  

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Blitar terletak di Jalan 

S.Supriyadi No.15 Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar Jawa 

Timur.  Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar memiliki tugas dan fungsi 

dalam penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan, perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan, serta perumusan 

dan  pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah 

dan pemberdayaan masyarakat.  

Dalam menunjang kinerjanya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota 

Blitar memiliki 50 pegawai yang terdiri dari 23 ASN, 3 pegawai PPPK, dan 

24 pegawai PPNPN.  Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Blitar 

terdapat beberapa jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yaitu :  

1. Pelayanan pendaftaran tanah 

a. Konversi pengakuan dan penegasan hak 

b. Pemberian hak :  

1. Hak milik  

a. Hak milik perorangan  

b. Hak milik badan hukum 
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2. Hak guna bangunan  

a. Hak guna bangunan dan perorangan  

b. Hak guna bangunan badan hukum 

3. Hak pakai  

a. Hak pakai perorangan WNI  

b. Hak pakai perorangan WNA 

c. Hak pakai badan hukum indonesia  

d. Hak pakai badan hukum asing  

e. Hak pakai instansi pemerintah  

f. Hak pakai pemerintah asing 

4. Hak pengelolaan instansi pemerintahan / pemerintahan daerah / 

BUMN / BUMD 

a. Wakaf dari tanah belum bersertifikat (konversi, pengakuan 

dan penegasan hak) 

b. P3mb/prk.5 

c. Pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun  

d. Pemberian hak guna usaha  

e. Hak guna usaha perorangan  

f. Hak guna usaha badan hukum 

g. Peralihan hak atas tanah dan satuan rumah susun 

2. Pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah  

a. Jual beli 

b. Pewarisan / wasiat 

c. Tukar-menukar 
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d. Hibah  

e. Pembagian hak bersama  

f. Lelang  

g. Pemasukan kedalam perusahaan / inbreng 

h. Merger 

i. Ganti nama sertipikat hak atas tanah dan hak milik atas rumah susun 

j. Perpanjangan jangka waktu hak guna usaha  

k. Perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan / hak pakai  

l. Perpanjangan hak milik atas satuan rumah susun  

m. Pembaharuan hak guna bangunan / hak pakai dan pemberian hak guna 

bangunan / hak pakai diatas hak pengelolaan  

1. Hak guna bangunan 

a. Hak guna bangunan perorangan  

b. Hak guna bangunan badan hukum 

2. Hak pakai 

a. Hak pakai perorangan WNI 

b. Hak pakai perorangan WNA 

c. Hak pakai badan hukum indonesia  

d. Hak pakai badan hukum asing  

e. Hak pakai pemerintah asing 

n. Wakaf dari tanah yang sudah bersertifikat 

o. Perubahan hak atas tanah 

p. Pemecahan / penggabungan / pemisahan hak 

1. Pemecahan / pemisahan bidang tanah perorangan  
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2. Pemecahan / pemisahan bidang tanah badan hukum  

3. Penggabungan bidang tanah perorangan  

4. Penggabungan bidang tanah badan hukum 

q. Sertipikat pengganti hak atas tanah, hak milik atas rumah susun, dan 

hak tanggungan karena : 

1. Blanko lama  

2. Hilang  

3. Rusak 

r. Hak tanggungan 

1. Pendaftaran hak tanggungan  

2. Penghapusan hak tanggungan (roya) 

3. Peralihan hak tanggungan (cessie) 

4. Perubahan kreditur (subrogasi) 

3. Pelayanan pencatatan dan informasi pertanahan  

a. Pencatatan 

1. Blokir 

2. Sita  

3. Pengangkatan sita 

b. Informasi pertanahan 

1. Pengecekan sertipikat 

2. Surat keterangan pendaftaran tanah 

3. Informasi titik dasar teknik 

4. Informasi peta 

4. Pelayanan pengukuran bidang tanah  
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a. Pengukuran bidang tanah 

1. Pengukuran bidang tanah untuk keperluan pengembalian batas  

2. Pengukuran dalam rangka kegiatan inventarisasi / pengadaan 

tanah  

3. Pengukuran atas permintaan instansi dan/atau masyarakat untuk 

mengetahui luas tanah  

4. Pengukuran dalam rangka pembuatan peta situasi lengkap 

(topografi) 

5. Pelayanan pengaturan dan penataan pertanahan  

a. Konsolidasi tanah swadaya 

b. Pertimbangan teknis 

1. Pertimbangan teknis 

2. Pertimbangan teknis pertanahan  

3. Pertimbangan teknis penatagunaan tanah 

6. Pengelolaan pengaduan 

a. Pengelolaan pengaduan 

Banyaknya jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

membuat pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Blitar 

dituntut untuk dapat lebih cepat dalam mengidentifikasi permohonan 

yang diajukan oleh masyarakat. Dengan adanya hal tersebut maka 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Blitar membedakan jenis 

warna map yang digunakan dalam mengajukan permohonan. 

Pembagian warna map yang digunakan sebagai berikut :  

a. Map oranye 
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Map warna oranye dapat dilihat pada lampiran gambar 9.17. 

Map ini digunakan untuk jenis pelayanan : 

1. pemecahan  

2. pengukuran ulang  

3. pengukuran dan pemetaan kadastral  

b. Map kuning  

Map warna kuning dapat dilihat pada lampiran gambar 9.18. 

Map ini digunakan untuk jenis pelayanan : 

1. Jual beli  

2. Waris  

3. Pembagian hak bersama  

4. Hibah  

5. Penggantian seripikat karena lama/rusak  

6. Sertipikat hilang  

c. Map merah muda  

Map warna merah muda dapat dilihat pada lampiran gambar 

9.19. Map ini digunakan untuk jenis pelayanan : 

1. Roya  

2. Sita  

d. Map biru  

Map warna biru dapat dilihat pada lampiran gambar 9.20. 

Map ini digunakan untuk jenis pelayanan : 

1. Perubahan hak atas tanah 

2. Pendaftaran SK 
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Sebelum melakukan pengurusan pelayanan, maka pemohon harus 

mempersiapkan beberapa dokumen untuk melengkapi persyaratan yang telah 

ditetapkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Persyaratan utama 

yang  harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu pemohon harus melakukan plotting 

atau pembaruan data, mengetahui zona nilai tanah dan pengecekan sertipikat. 

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan pelayanan 

yaitu :  

1. Peralihan Hak (Jual beli, waaris, PHB, TM, Hibah, Lelang, Merger) 

a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon 

atau kuasanya. 

b. Surat Kuasa apabila dikuasakan 

c. Fotocopy identitas (KTP. KK) pemohon dan kuasa Apabila 

dikuasakan 

d. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum bagi Badan 

Hukum dan Fotocopy NPWP 

e. Sertifikat Tanah asli yang sudah dicek 

f. Akta PPAT 

g. Akta Wasiat Notariel (bila wasiat) 

h. Risalah lelang dan bukti pelunasan lelang untuk PH lelang 

i. Surat pernyataan Waris apabila yang melepaskan sudah meninggal 

j. Fotocopy surat kematian 

k. Fotocopy KTP/KK semua ahli waris (bila waris) 

l. Ijin pemindahan hak apabila dalam sertifikat atau keputusannya 

dicantumkan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika 
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diperoleh izin yang berwenang 

m. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan dan pelunasannya: 

n. Bukti pembayaran BPHTB dan PPH. 

o. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap 

(Inkracht) 

2. Pengecekan Sertipikat  

a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon 

atau kuasanya. 

b. Surat Kuasa apabila dikuasakan. 

c. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa Apabila 

dikuasakan. 

d. Sertifikat Hak atas tanah Asli. 

e. Surat Pengantar dari PPAT untuk kegiatan peralihan/pembebanan hak 

dengan akta PPAT. 

3. Penghapusan Hak Tanggungan / Roya (Yang Masih Manual) 

a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon 

atau kuasanya. 

b. Surat Kuasa apabila dikuasakan. 

c. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa Apabila 

dikuasakan. 

d. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum bagi Badan 

Hukum. 

e. Sertifikat tanah dan Sertifikat Hak Tanggungan asli. 

f. Surat Roya/Keterangan Lunas/pelunasan hutang dari kreditur 
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g. Fotocopy KTP pemberi HT (debitur), penerima HT (Kreditur dan/atau 

kuasanya). 

4. Persyaratan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan  

a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon 

atau kuasanya di atas materai yang cukup 

b. Surat Kuasa apabila dikuasakan 

c. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak serta kuasa 

apabila dikuasakan 

d. Fotocopy Akta Pendirian & Pengesahan Badan Hukum bagi Badan 

Hukum 

e. Sertipikat asli 

f. Fotocopy SPPT PBB tahun berjalan 

5. Pengukuran Bidang Tanah  

a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon 

atau kuasanya. 

b.  Surat Kuasa apabila dikuasakan. 

c. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa Apabila 

dikuasakan. 

d. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum (jika badan 

hukum) 

e. Berita Acara Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah yang sudah 

ditandatangani pemohon, tetangga yang berbatasan, saksi dan Kepala 

Desa Lokasi Tanah 

f.  Fotocopy Sertifikat/C Desa 
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g. Foto patok batas di setiap sudut batas tanah. 

6. Ganti Nama 

a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon 

atau kuasanya. 

b. Surat Kuasa apabila dikuasakan.  

c. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila 

dikuasakan.  

d. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum (Jika Badan 

Hukum) 

e. Untuk Perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata 

dibuktikan dengan Penetapan Pengadilan dan bagi yang tunduk pada 

hukum adat dibuktikan dengan Surat Pernyataan perubahan nama dari 

yang bersangkutan diketahui kepala Desa/Lurah dan Camat setempat. 

f. Untuk Instansi dibuktikan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang 

atau untuk Badan Hukum dibuktikan dengan Akta Notaris 

g. Sertifikat Asli 

7. Pendaftaran Pertama Kali  

a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon 

atau kuasanya. 

b. Surat Kuasa apabila dikuasakan. 

c. Fotocopy identitas (KTP,KK) pemohon dan kuasa Apabila 

dikuasakan. 

d. Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/ bekas milik adat. 

e. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan. 
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f. Bukti pembayaran BPHTB dan PPH. 

8. Pemecahan / Penggabungan  

a. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon 

atau kuasanya. 

b. Surat Kuasa apabila dikuasakan. 

c. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila 

dikuasakan. 

d. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum (Jika Badan 

Hukum) 

e. Sertifikat Asli 

f. Berita acara pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah yang sudah 

ditandatangani pemohon, tetangga yang berbatasan, saksi dan Kepala 

Desa Lokasi Tanah. 

g. Foto patok batas di setiap sudut batas tanah 

h. Tapak Kapling untuk pemecahan s.d. 5 bidang 

i. Site Plan untuk pemecahan lebih dari 5 bidang  

4.1.2 Visi, Misi, dan Motto  

a. Visi 

Terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang 

terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk 

mendukung tercapainya : Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan 

berkepribadian berlandaskan gotong royong. 

b. Misi 

1. Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang 



46 
 

 

produktif, berkelanjutan dan berkeadilan.  

2. Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang 

berstandar dunia. 

c. Motto 

Melayani profesional, terpercaya 

4.1.3 Struktur Organisasi  

Adapun struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota 

Blitar dapat dilihat pada gambar 4.1  berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota 

Blitar 

Sumber : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Blitar  

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Blitar :  

Kusniyati,S.SiT., M.MPub 

2. Sub Bagian Tata Usaha :  
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Dyah Susilawati,S.H., M.H. 

3. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama : 

Marsya Kartika Sarie, A.Md. 

4. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama : 

Yayuk Sri Rahayu 

5. Kepala Seksi Survei Dan Pemetaan : 

Muhammad Solichin Ristiarto, S.ST. 

6. Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral : 

Sudaryono, S.ST. 

7. Kepala Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran  :  

Hari Budi Walujanto, S.H. 

8. Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Tanah Dan Ruang : 

Budi Supriyantoro, S.ST. 

9. Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah Dan Ruang, Taman 

Komunal Dan Hubungan Kelembagaan : 

Sari Pusparininingtyas, S.ST 

10. Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Dan Pengelolaan Tanah 

Pemerintah :  

Suwito Adi, A.Ptnh. 

11. Kepala Seksi Penataan Dan Pemberdayaan : 

Agus Ariwawan, S.SIT. 

12. Koordinator Kelompok Substansi Penatagunaan Tanah : 

Isrofi Ali, S.I.P. 

13. Koordinator Kelompok Substansi Landreform Dan Pemberdayaan Tanah 
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Masyarakat : 

Nining Agustianawati Dianasari 

 

14. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Dan Pengembangan :  

Suharto,S.ST. 

15. Koordinator Kelompok Substansi Penilaian, Pengadaan Dan Pencadangan 

Tanah : 

Reni Kurniawati, S.Kom 

16. Koordinator Kelompok Substansi Konsolidasi Tanah Dan Pengembangan 

Pertanahan :  

Toni Agus Supono, SE 

17. Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketasusanto : 

Susanto, S.SIT., M.H. 

18. Koordinator Kelompok Substansi Pengenangan Sengketa, Konflik Dan 

Perkara Pertanahan : 

Fajar Adi Prasetyo, S.H. 

19. Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan : 

Dwianata Kariati 

4.1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi Setiap Seksi Pada Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) 

Tugas pokok pada tiap seksi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota 

Blitar yaitu :  

1. Subbagian Tata Usaha 

Tugas pokok sub bagian tata usaha adalah memberikan dukungan 
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administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor, dan mengelola 

modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik. 

Sub Sub Bagian tata usaha terdiri dari :  

a. Analisis Anggaran Pertama  

b. Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama  

c. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama 

2. Seksi Survei dan Pemetaan 

Seksi survei dan pemetaan bertanggung jawab atas pengukuran dan 

pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral 

nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan 

pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan tematik bidang dan kawasan 

pertanahan dan ruang, dan pembinaan tenaga teknis dan survei berlisensi 

seksi survey dan pemetaan terdiri dari : 

a. Substansi Survei Dan Pemetaan Dasar Dan Tematik  

b. Substansi Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral 

3. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran 

Seksi penetapan hak dan pendaftaran memiliki tugas melaksanakan, 

inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi 

kegiatan penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, 

pemeliharaan hak atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan 

hak komunal, penetapan dan pengelolaan tanah pemerintah, hubungan 

kelembagaan serta pembinaan dan pengawasan mitra kerja dan PPAT. 

seksi penetapan hak dan pendaftaran terdiri dari : 

a. Substansi Penetapan Hak Tanah Dan Ruang  
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b. Substansi Pendaftaran Tanah Dan Ruang, Tanah Komunal Dan 

Hubungan Kelembagaan  

c. Substansi Penetapan Dan Pengelolaan Tanah Pemerintah 

4. Seksi Pemetaan dan Pemberdayaan 

Seksi penataan dan pemberdayaan memiliki tugas melakukan 

landreform, pengelolaan dan analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan 

dan pemanfaatan tanah, redistribusi tanah, pemberdayaan tanah 

masyarakat, penatagunaan tanah, penataan tanah sesuai rencana tata ruang, 

fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang di daerah, 

serta penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah 

tertentu. 

Seksi penataan dan pemberdayaan terdiri dari : 

a. Substansi Penatagunaan Tanah 

b. Substansi Landreform Dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat 

5. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan 

Seksi pengadaan dan pengembangan tanah memiliki tugas 

melakukan pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi 

tanah, pembangunan pertanahan dan pemanfaatan tanah, pengembangan 

dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan. 

Seksi pengadaan tanah dan pengembangan terdiri dari : 

a. Substansi Penilaian Pengadaan Dan Pencadangan Tanah  

b. Substansi Konsolidasi Tanah Dan Pengembangan Pertanahan 

6. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa 

Seksi pengendalian dan penangan sengketa memiliki tugas 
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melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, 

pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu, penertiban 

penguasaan, pemilikan dan penggunaan, pemanfaatan tanah, penanganan 

sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan. seksi 

pengendalian dan penanganan sengketa terdiri dari : 

a. Substansi Penanganan Sengketa, Konflik, Dan Perkara Pertanahan  

b. Substansi Pengendalian Pertanahan 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Alur Pelayanan Publik Mengenai Permohonan Pengukuran Kembali 

Luas Tanah Di Kantor BPN Kota Blitar 

Pengukuran tanah adalah proses pengukuran dan pemetaan tanah atau 

lahan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan merekam 

berbagai parameter dan karakteristik fisik tanah.Alur pelayanan publik 

mengenai permohonan pengukuran kembali luas tanah di Kantor BPN Kota 

Blitar dapat dilihat pada gambar  4.2. 
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Gambar 4. 2 Alur Pelayanan Pengukuran Kembali Luas Tanah 

Sumber : Data diolah oleh peneliti tahun 2023 

Dapat dilihat pada gambar 4.2 yang menunjukan skema sederhana 

mengenai alur pelayanan pengukuran kembali luas tanah di Kantor BPN kota 

Blitar. Adapun pelayanan publik mengenai permohonan pengukuran kembali 

luas tanah di Kantor BPN Kota Blitar sebagaimana tertera pada Gambar 4.2 

adalah sebagai berikut :  

a. Pemohon atau kuasa (apabila dikuasakan) datang ke kantor pertanahan 

 dengan membawa dokumen yang telah dipersiapkan. 

b. Pemohon atau kuasa akan diarahkan ke loket pelayanan oleh petugas  

c. Pemohon atau kuasa akan diberikan map dan mengisi formulir 

permohonan (model A) 

d. Dokumen pemohon akan di cek kelengkapannya oleh petugas loket, 

apabila dokumen tersebut belum lengkap maka pemohon harus 

melengkapi terlebih dahulu.  

Dokumen yang perlu dipersiapkan oleh pemohon yaitu :  

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon 

atau kuasanya. 

Formulir permohonan akan diberikan oleh petugas loket ketika 

pemohon telah melakukan pengajuan permohonan pengukuran 

kembali luas tanah. Formulir ini berisikan infotmasi pribadi berupa 

nama, NIK, tempat tanggal lahir, alamat, serta nomor sertifikat hak 

milik tanah. 

2. Surat Kuasa apabila dikuasakan. 
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Surat kuasa adalah dokumen tertulis yang memberikan 

wewenang resmi kepada seseorang untuk melakukan pengurusan 

sertipikat tanah. Dalam dokumen ini memuat informasi pribadi 

pemberi kuasa dan penerima kuasa 

3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa Apabila 

dikuasakan. 

4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum (jika badan 

hukum) 

5. Berita Acara Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah yang sudah 

ditandatangani pemohon, tetangga yang berbatasan, saksi dan Kepala 

Desa Lokasi Tanah 

6.  Fotocopy Sertifikat/C Desa 

7. Foto patok batas di setiap sudut batas tanah. 

e. Apabila dokumen sudah lengkap maka petugas loket akan melakukan 

entri data berkas permohonan di aplikasi KKP (Komputerisasi Kantor 

Pertanahan) 

f. Petugas loket akan memberikan kode pembayaran kepada pemohon atau 

kuasa. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank dan kantor pos 

g. Pemohon atau kuasa menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas 

loket.  

h. Sebelum berkas diserahkan ke bagian survei dan pengukuran, petugas 

loket melakukan pencatatan informasi berkas di buku ekspedisi. 

Informasi yang dicatat yaitu nama pemohon atau kuasa, jenis 
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permohonan (pengukuran ulang), nomor sertipikat hak milik, dan lokasi 

tanah (kecamatan) 

i. Berkas kemudian diserahkan ke bagian survey dan pengukuran  

j. Petugas ukur akan menyiapkan surat perintah kerja kepada koordinator 

lapangan, surat tersebut kemudian diserahkan ke kasi survey dan 

pengukuran untuk ditandatangani  

k. Kasi survey dan pemetaan memberikan perintah kepada petugas ukur 

untuk melaksanakan pengukuran dengan membawa surat perintah kerja.  

l. Petugas ukur membuat jadwal pengukuran dengan pemohon atau kuasa. 

Koordinator lapangan wajib mendampingi petugas ukur saat di lapangan 

apabila diperlukan.  

m. Saat melakukan pengukuran tanah harus menghadirkan beberapa pihak 

yaitu : 

1. Pemilik tanah 

2. Pembeli tanah apabila tanah tersebut dalam proses transaksi jual beli  

3. Pihak-pihak yang tanahnya berbatasan utara,selatan, timur, barat 

dengan tanah tersebut 

4. Perangkat desa. 

n. Pengukuran tanah 

o. Pengolahan data hasil pengukuran  

p. Kesepakatan atau persetujuan terkait pemasangan tanda batas sesuai 

dengan kebijakan BPN  
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q. Apabila setelah dilakukan pengukuran ulang didapati luas tanah lebih 

besar (kelebihan bidang) dari luas yang tertera di sertifikat maka akan 

ada tambahan biaya. 

r. Penerbitan produk akhir berupa berita acara. 

Waktu penyelesaian pelayanan yang diperlukan untuk menyelesaikan 

permohonan bervariasi sesuai dengan jenis pelayanan yang diajukan oleh 

pemohon. Untuk proses pengentrian data kurang lebih membutuhkan waktu 

selama 2-3 hari kerja, sedangkan untuk proses pengukuran tanah 

membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung dari banyak tidaknya 

antrian permohonan yang masuk. 

Sedangkan untuk besaran tarif layanan yang diberikan kepada pemohon 

dalam mengurus atau menerima layanan akan ditetapkan oleh sistem KKP. 

Untuk biaya ukur pecah tanah per bidang akan dikenakan biaya Rp.50.000,- 

Untuk biaya pengukuran tanah dapat diketahui dengan rumus berikut :   

a. Lahan pertanian  

Luas tanah x 100 + Rp.100.000 

b. Lahan non pertanian  

Luas tanah x 200 + Rp. 100.000 

4.2.2 Kendala Dalam Pengukuran Kembali Luas Tanah Di Kantor BPN Kota 

Blitar 

Dalam proses pengukuran kembali luas tanah yang dilakukan oleh 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditemukan beberapa hambatan yang 

kemudian menyumbang pengaruh yang cukup signifikan terhadap alur proses 

pelayanan permohonan pengukuran kembali luas tanah. Pengaruh signifikan 

terlihat dari waktu pelayanan yang sering tidak sesuai dengan prediksi awal 
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yang telah ditentukan.  

Hambatan pertama yang menjadi temuan petugas lapangan pengukur 

batas tanah BPN yakni terkait tidak terpasangnya batas tanah atau yang biasa 

dikenal dengan sebutan patok. Hal ini menjadi masalah yang cukup serius 

karena batas tanah atau patok merupakan syarat pertama dalam proses 

pengukuran batas tanah. Apabila batas tanah atau patok tidak terpasang di 

lokasi pengukuran, maka petugas tidak dapat melakukan pengukuran di lokasi 

tersebut. Temuan hambatan ini terjadi karena oleh tanah yang sudah lama 

dibiarkan tidak terurus, tanah yang baru diketahui kepemilikannya, permainan 

oknum yang tidak bertanggung jawab memindahkan patok atau batas tanah 

tanpa sepengetahuan pemilik yang sah, ataupun memang belum dilakukan 

pemasangan patok atau batas tanah sebelumnya. 

Selanjutnya, penemuan hambatan dalam pengukuran kembali batas 

tanah terdapat pada keberadaan surat kuasa yang ditujukan untuk menjadi 

saksi dalam proses pengukuran batas tanah. Dimana jika pemilik tanah 

berhalangan hadir dalam proses pengukuran batas tanah, maka diharuskan 

menunjuk saksi dari pihak keluarga maupun orang lain dengan dibuktikan 

surat kuasa yang sah sesuai ketentuan BPN. Namun pada beberapa kasus 

pengukuran batas tanah, surat kuasa tidak ditemukan oleh petugas BPN. 

Dimana hal ini sangat fatal karena surat kuasa berfungsi untuk mencegah 

terjadinya perselisihan atau konflik berkepanjangan kedepannya antara 

pemilik tanah dengan pemilik tanah lain yang berbatasan langsung dengan 

lokasi di lapangan.  

Disamping tidak ditemukannya batas tanah dan surat kuasa pada alur 
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pengukuran batas tanah, hambatan lain yang menjadi temuan di lapangan 

yakni sulitnya menghadirkan saksi yang telah ditunjuk pemilik tanah melalui 

surat kuasa untuk mengikuti proses pengukuran kembali batas tanah. Sesuai 

alur pengukuran batas tanah, pihak BPN akan melakukan pengukuran ulang 

dengan disaksikan oleh pemilik tanah ataupun saksi yang ditunjuk. 

Sebelumnya pihak BPN telah menjadwalkan waktu pengukuran batas tanah 

sesuai urusan permohonan berkas. Namun tidak jarang, saksi-saksi tersebut 

menolak hadir sehingga kemudian menghambat jadwal yang telah tersusun 

dan mengulur waktu yang seharusnya dapat dioptimalkan untuk segera 

menyelesaikan permohonan pengukuran batas tanah oleh masyarakat. 

Hambatan terakhir yakni terkait ketidaksesuaian luas tanah yang ada di 

lokasi dengan luas tanah yang tercatat pada sertifikat tanah. Pada kasus ini 

banyak ditemukan penyusutan luas tanah atau pengurangan yang cukup 

signifikan. Hal ini sangat merugikan pemilik tanah karena terdapat oknum 

yang secara sengaja memindahkan batas tanah atau patok di lapangan tanpa 

berkoordinasi dengan pemilik tanah maupun pihak BPN. Secara tidak 

langsung hal ini juga dapat memicu konflik antara pemilik tanah dengan 

oknum yang melakukan kecurangan, sebagian besar oknum tersebut yakni 

pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang akan dilakukan 

pengukuran. Sehingga pihak BPN kerap kali harus melakukan proses mediasi 

yang cukup panjang dan memakan waktu relatif lama karena untuk mencapai 

sebuah kesepakatan yang tidak merugikan segala pihak yang terlibat. 

Tentunya juga untuk meminimalisir adanya konflik berkepanjangan antara 

pemilik tanah dengan oknum tersebut. 
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Upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota 

Blitar dalam menanggulangi hambatan yang ada yaitu :  

1. Memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pemasangan tanda batas atau 

patok tanah. 

Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh petugas loket kepada pemohon 

atau kuasa (apabila dikuasakan) pada saat pengecekan kelengkapan 

dokumen permohonan pengukuran kembali luas tanah. Tanda batas atau 

patok tanah sangat mendukung semua proses pendaftaran tanah. 

2. Memberikan informasi pemohon  untuk mempersiapkan dan menyediakan 

tanda batas atau patok tanah untuk bidang tanahnya  

Pada saat proses pengecekan kelengkapan dokumen di loket 

pendaftaran, petugas akan memberikan informasi kepada pemohon bahwa 

batas atau patok tanah harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum proses 

pengukuran luas tanah dilakukan. Batas tanah atau patok tanah yang 

akurat akan memudahkan pekerjaan petugas ukur dalam mengidentifikasi 

dan merekam batas-batas tanah.  

3. Memberikan informasi akan pentingnya kehadiran saksi. 

Kehadiran saksi pada saat proses pengukuran luas tanah sangatlah 

penting.  Saksi dapat membantu memastikan bahwa pengukuran tanah 

dilakukan dengan akurat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Saksi juga 

dapat memberikan pengawasan untuk memastikan bahwa tidak ada 

kecurangan dalam pengukuran tanah. Dengan kehadiran saksi, proses 

pengukuran tanah akan terpantau, hal ini dapat membantu menentukan 
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pertanggungjawaban hukum jika terjadi perbedaan pendapat terkait hasil 

pengukuran serta apabila sengketa di kemudian hari.  

4. Melakukan proses mediasi antara pemilik tanah yang diukur dengan 

pemilik tanah yang berbatasan  

Apabila pada hasil akhir pengukuran didapati bahwa tanah yang 

dilakukan pengukuran melebihi batas patok tanah yang telah dipasang, dan 

pemilik tanah yang  berseberangan merasa dirugikan, maka pihak Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) akan melakukan mediasi dengan kedua belah 

pihak.  Pada proses ini BPN akan menjelaskan mengenai alasan mengapa 

hasil akhir pengurukan berbeda kondisi awal yang telah tercatat di 

sertipikat tanah.  

 . 



 
 

60 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan dari laporan 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) kedalam beberapa poin sebagai berikut : 

1. Permohonan pengukuran kembali luas tanah dapat terjadi karena beberapa hal :  

a. Hilangnya batas atau patok tanah  

b. Adanya pergeseran atau perubahan batas tanah 

2. Dalam proses pengukuran kembali luas tanah, petugas menjalankan pengukuran 

dengan standar operasional prosedur (SOP) mengacu pada data yang tertuang 

dalam sertipikat tanah maupun peninjauan langsung di lapangan terhadap patok 

atau batas tanah yang ada. 

3. Ditemukan beberapa poin yang kemudian menjadi hambatan yang 

mempengaruhi proses pengukuran kembali luas tanah dilapangan, diantaranya : 

a. Tidak terpasangnya patok atau batas tanah di lahan yang akan dilakukan 

pengukuran, hal ini pada umumnya disebabkan oleh tanah yang sudah lama 

dibiarkan tidak terurus, tanah yang baru diketahui kepemilikannya, permainan 

oknum yang tidak bertanggung jawab memindahkan patok atau batas tanah 

tanpa sepengetahuan pemilik yang sah, ataupun memang belum dilakukan 

pemasangan patok atau batas tanah sebelumnya. 

b. Tidak terdapatnya surat kuasa yang sah dan ditujukan kepada saksi-saksi, 

bilamana yang bersangkutan berhalangan untuk mengikuti pengukuran 

kembali luas tanah. 
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c. Beberapa saksi kurang proaktif atau berkenaan hadir jika dilibatkan pada 

proses pengukuran kembali batas tanah. Hal ini cenderung sering terjadi dan 

mengakibatkan proses pengukuran kembali tersendat sehingga memakan 

waktu lebih lama dari timeline yang telah ditetapkan oleh pihak Badan 

Pertanahan Nasional (BPN) 

4. Dari beberapa poin hambatan yang sering muncul, pihak Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) melakukan langkah strategis seperti sebagaimana berikut :  

a. Memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pemasangan batas 

atau patok tanah sebelum proses pengukuran ulang. Batas tanah atau patok 

merupakan syarat pertama dalam proses pengukuran batas tanah.  

b. Memberikan informasi akan pentingnya kehadiran saksi yang bersangkutan 

atau perwakilan pada saat proses pengukuran luas tanah. 

c. Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan melakukan proses mediasi antara 

pemilik tanah dengan pemilik tanah yang merasa dirugikan apabila terjadi 

perubahan patok tanah.  

5.2  Saran  

Dari hasil pembahasan, dan uraian yang telah didapatkan dari laporan 

PKL  ini, ada beberapa saran yang dapat digunakan, yaitu antara lain : 

1. Perlu adanya penambahan petugas loket agar tidak terjadi penumpukan berkas 

akibat banyaknya permohonan pelayanan dan banyaknya jenis pelayanan. 

2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemasangan 

patok atau batas tanah yang jelas untuk meminimalisir adanya sengketa dengan 

pemilik tanah yang berbatasan  
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6. DAFTAR NAMA ASN  

Tabel 6. 1 Daftar Nama ASN Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Blitar 

No  Nama  Jabatan  Unit Kerja  

1 
Kusniyati,S.SiT., M.MPub  

NIP 196703041989032004 

Kepala Kantor 

Pertanahan Kota 

Blitar 

Kantor Pertanahan Kota 

Blitar 

2 
Dyah Susilawati,S.H., M.H. 

NIP 199203292015032004 

Kepala 

Subbagian Tata 

Usaha 

Subbagian Tata Usaha-

Kantor Pertanahan Kota 

Blitar 

3 
Yayuk Sri Rahayu  

NIP 196812122014081001 

Analis 

Pengelolaan 

Keuangan 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja Negara 

Pertama 

Subbagian Tata Usaha-

Kantor Pertanahan Kota 

Blitar 

4 

Marsya Kartika Sarie, 

A.Md.  

NIP 197009082014082001 

Analis Sumber 

Daya Manusia 

Aparatur 

Pertama 

Subbagian Tata Usaha-

Kantor Pertanahan Kota 

Blitar 

5 
Lely Sugondo Wahono  

NIP 199606162022041003 

Pengadministras

i Umum 

Subbagian Tata Usaha-

Kantor Pertanahan Kota 

Blitar 

6 
Yasri Arini  

NIP 198410162008041003 

Pengadministras

i Umum 

Subbagian Tata Usaha-

Kantor Pertanahan Kota 

Blitar 

7 
Azis Bayu Putra Pratama 

NIP 198104192001121001 

Verifikator 

Berkas 

Permohonan 

Hak 

Subbagian Tata Usaha-

Kantor Pertanahan Kota 

Blitar 

8 

Muhammad Solichin 

Ristiarto, S.ST. 

 NIP 199407062015031001 

Kepala Seksi 

Survei dan 

Pemetaan 

Seksi Survei dan 

Pemetaan-Kantor 

Pertanahan Kota Blitar 

9 
Sudaryono, S.ST.  

NIP 196511011989031003 

Penata 

Kadastral 

Pertama 

Seksi Survei dan 

Pemetaan-Kantor 

Pertanahan Kota Blitar 



 

 

 

No  Nama  Jabatan  Unit Kerja  

10 

Kurnia Arief Wicaksono, 

A.P  

NIP 197804021999031003 

Petugas Ukur 

(Kantah) 

Seksi Survei dan 

Pemetaan-Kantor 

Pertanahan Kota Blitar 

11 
Hari Budi Walujanto, S.H. 

NIP 196812101989031002 

Kepala Seksi 

Penetapan Hak 

dan Pendaftaran 

Seksi Penetapan Hak 

dan Pendaftaran-Kantor 

Pertanahan Kota Blitar 

12 
Budi Supriyantoro, S.ST. 

NIP 198310252003122001 

Penata 

Pertanahan 

Pertama 

Seksi Penetapan Hak 

dan Pendaftaran-Kantor 

Pertanahan Kota Blitar 

13 
Suwito Adi, A.Ptnh.  

NIP 199910012022041001 

Penata 

Pertanahan 

Pertama 

Seksi Penetapan Hak 

dan Pendaftaran-Kantor 

Pertanahan Kota Blitar 

14 

Sari Pusparininingtyas, 

S.ST  

NIP 198603182006041002 

Penata 

Pertanahan 

Pertama 

Seksi Penetapan Hak 

dan Pendaftaran-Kantor 

Pertanahan Kota Blitar 

15 

Ahmad Kevin Budirahmadi, 

S.H  

NIP 196908281991032001 

Analis Hukum 

Pertanahan  

Seksi Penetapan Hak 

dan Pendaftaran-Kantor 

Pertanahan Kota Blitar 

16 
Agus Ariwawan, S.SIT.  

NIP 198607112009121003 

Kepala Seksi 

Penataan dan 

Pemberdayaan 

Seksi Penataan dan 

Pemberdayaan-Kantor 

Pertanahan Kota Blitar 

17 

Nining Agustianawati 

Dianasari  

NIP 197708102000031005 

Penata 

Pertanahan 

Pertama 

Seksi Penataan dan 

Pemberdayaan-Kantor 

Pertanahan Kota Blitar 



 

 

 

No  Nama  Jabatan  Unit Kerja  

18 
Isrofi Ali, S.I.P.  

NIP 198104252005022002 

Penata 

Pertanahan 

Pertama 

Seksi Penataan dan 

Pemberdayaan-Kantor 

Pertanahan Kota Blitar 

19 
Suharto,S.ST.  

NIP 196908092014081002 

Kepala Seksi 

Pengadaan 

Tanah dan 

Pengembangan 

Seksi Pengadaan Tanah 

dan Pengembangan-

Kantor Pertanahan Kota 

Blitar 

20 
Reni Kurniawati, S.Kom 

NIP 197204021993031003 

Penata 

Pertanahan 

Pertama 

Seksi Pengadaan Tanah 

dan Pengembangan-

Kantor Pertanahan Kota 

Blitar 

21 
Toni Agus Supono, SE  

NIP 198406282005021001 

Penata 

Pertanahan 

Pertama 

Seksi Pengadaan Tanah 

dan Pengembangan-

Kantor Pertanahan Kota 

Blitar 

22 
Susanto, S.SIT., M.H. 

 NIP 197204021993031003 

Kepala Seksi 

Pengendalian 

dan Penanganan 

Sengketa 

Seksi Pengendalian dan 

Penanganan Sengketa-

Kantor Pertanahan Kota 

Blitar 

23 
Fajar Adi Prasetyo, S.H. 

NIP 198406282005021001 

Penata 

Pertanahan 

Pertama 

Seksi Pengendalian dan 

Penanganan Sengketa-

Kantor Pertanahan Kota 

Blitar 

Sumber : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Blitar 

 



 
 

 
 

7. DAFTAR NAMA TENAGA  PPPK (P3K)  

Tabel 7. 1 Daftar Nama Tenaga PPPK Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

Kota Blitar 

No  Nama  Jabatan  Unit Kerja  

1 
Eva Resti Febriani, S.T. 

NIP 199402042023212035 

Penata 

Kadastral 

Pertama 

Seksi Survei dan 

Pemetaan | Kantor 

Pertanahan Kota Blitar 

2 

 

Bagas Setiawan, A.P. 

NIP 199705212023211005 

Asisten Penata 

Kadastral 

Pemula 

Seksi Survei dan 

Pemetaan | Kantor 

Pertanahan Kota Blitar 

3 

 

Fitri Fardylasari 

NIP 198510102023212076 

 

Penata 

Pertanahan 

Pertama 

Seksi Penetapan Hak dan 

Pendaftaran | Kantor 

Pertanahan Kota Blitar 

Sumber : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Blitar 

 

 

 



 
 

 
 

8. DAFTAR NAMA PEGAWAI PPNPN  

Tabel 8. 1 Daftar Nama Pegawai PPNPN 

No  Nama  Jabatan  Unit Kerja  

1 Anis Kurnia Wati Operator Komputer 
Seksi Survei dan 

Pemetaan 

2 Sanda Wardianto Pengelola Aplikasi Sub Bagian Tata Usaha  

3 Heri Susilo Pengelola Aplikasi Sub Bagian Tata Usaha  

4 Alex Suhartanto Operator Komputer 
Seksi Penetapan Hak dan 

Pendaftaran 

5 Qina Fi'lasari Pengelola Aplikasi 
Seksi Penetapan Hak dan 

Pendaftaran 

6 Wisono Operator Komputer 
Seksi Survei dan 

Pemetaan 

7 
M. Ratna Juwita 

Ningtyas 

Asisten 

Pengadministrasi 

Umum 

Sub Bagian Tata Usaha  

8 Denata Bagus Kristian Operator Komputer 
Seksi Survei dan 

Pemetaan 

9 Wiji Utami 

Asisten 

Pengadministrasi 

Umum 

Seksi Penetapan Hak dan 

Pendaftaran 

10 Agus Widodo Sopir Sub Bagian Tata Usaha  

11 Febri Ashari Satpam Sub Bagian Tata Usaha  



 

 

 

No  Nama  Jabatan  Unit Kerja  

12 Arif Hermawan Satpam Sub Bagian Tata Usaha  

13 Ari Wibowo Satpam Sub Bagian Tata Usaha  

14 Dwi Priyo Santoso Cleaning Service Sub Bagian Tata Usaha  

15 Zain Setyawan Pengelola Aplikasi Sub Bagian Tata Usaha  

16 Meilani Dwi Astuti Operator Komputer Sub Bagian Tata Usaha  

17 
Danar Wirawan Eka 

Saputra 

Asisten 

Pengadministrasi 

Umum 

Seksi Survei dan 

Pemetaan 

18 Novyan Sancoko Putro 
Asisten Verifikator 

Berkas 
Sub Bagian Tata Usaha  

19 Fani Kusumaningrum Operator Komputer Sub Bagian Tata Usaha  

20 Gilang Rizki Akbar Pengelola Aplikasi 
Seksi Survei dan 

Pemetaan 

21 Devi Novitasari Operator Komputer Sub Bagian Tata Usaha  

22 Mega Suryani 

Asisten 

Pengadministrasi 

Umum 

Seksi Penataan dan 

Pemberdayaan 

23 Defi Wulan Sari Operator Komputer Sub Bagian Tata Usaha  

24 Indra Nasution Cleaning Service Sub Bagian Tata Usaha  

Sumber : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Blitar 
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Gambar 9. 1 Loket Pendaftaran Kantor BPN Kota Blitar 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 2 Kegiatan Apel Pagi Pada Kantor BPN Kota Blitar 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 3 Kegiatan Entri Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 4 Proses Entri Data 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 5 Menu Entri Data Sertipikat Hak Milik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 6 Foto Bersama Petugas Loket 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 7 Tampilan Sistem KKP 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 8 Tampilan Menu Permohonan Pada Sistem KKP 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 9 Tampilan Menu Permohonan Pembagian Hak Bersama 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 10 Tampilan Menu Permohonan Jual Beli 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 11 Tampilan Menu Permohonan Ganti Nama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 12 Tampilan Menu Permohonan Hibah 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 13 Tampilan Menu Permohonan Roya 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 14 Kendala Eror Pada Sistem KKP 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 15 Proses Mengurutkan Bukti Pembayaran 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 16 Proses Melubangi Bukti Pembayaran Sebelum Berkas 

Dimasukan Ke dalam Ordner 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 17 Map Permohonan Warna Oranye 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 18 Map Permohonan Warna Kuning 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 19 Map Permohonan Warna Merah Muda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. 20 Map Permohonan Warna Biru 

 


